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PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAEMH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO'

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Oa,arah, perlu ditelapkan Peraturan Daerah Kabucaten
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: 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentui(an

KabupatenMukomuko,KabupatenSe|umadanKabupatenKaur

di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik lndorresia

Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

l/snninneirtrvrr\lrrrrle\

Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangatt

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287)',

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 t8ntang Pembentuk'an

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4389);

4, Undang-undang Nomor 32 Tahun 200,4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonosia Tahun 2044

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 443E);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tenlang

KewenanganPemerintahdanKewenanganPropinsi$ebagai

Daerah Qtonom (Lembaran f''legara Republik lndonesia

Talrun2000Nomor54,TatribahanLenrbaran|'.]e!ar.]
Nomor 3952);

Peraturan Pernerintah Nonror 105 Tahun 200C te;rla:j
' aban Keuanga: )a='z''

Pengelolaan dan Pertanggunglaw

(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OC3 
": 

-:' i--

Tambahan Lernbaran Negara Norror 4022)'

Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun Z:"
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Nega:a

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan L

Negara Nornor 4578 );

9, Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158'

'f ambahan Lembaran Negara Nomor 4587)'

Dongan Porsotuiuan Borsama

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

' BUPATI MUKoMUKo

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATFN MUKOMUKO TENTANG

KERJASAMA DESA.
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tsAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanOaerahiniyangdimaksuddengan:

k

Daerah adalah KabuPaten Mukomu'ko;

Penrerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko:

Bupalr acJalah BuPati MukomuKo;

oevran Penvakilan Raklat Daerah adalah Dewan Pen'vakilan Rakyat Kabupaten

Mukomuko; 
..

QatnatacjalahPerangkatDaerahyang.nempunyaiwi|ayahkerjaditingket
l(ecanratan dalam Kabupaten Mukomuko;

Desa adalah i<esatuan masyarakat hukum yang memiliki batas'batas wriayah ya:3

,;envenang untuk mengatur dan mengurus kepenlingan masyarakat selempal

:e:casa:xan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatl 0alair'

s::cr- 3s;srt0ishan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

;,;.,.='^:alan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerrnia:

l::a 3a3 EaJan permusyawaralan Desa dalam mengatur dan mengurus

..: i. ^i r,E ann masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

s:l;:-rpal yang draKui dan dihormati dalam sistem Pemerlntahan Negara Kesatuan

l=p-o < InConesra;

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD' adalah lembaga yang

nrerupakan pervrujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagat unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

perrrerrntah oesa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyeienggara Pemerintahan desa;

i(erjasama Desa adalah suatu rangkalan kegiatan yang terjadi karena ikatan formal

antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama n'relakul<an

kegiaian usaha guna mencapai tujuan tertentu;

Perselrsrhan adalah perb€daan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau

desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama;

\
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BAB II

RUAI.iG LII'iGKUP

Pasal 2

DesaCJapatmengadakankerjasamaantardesayangdilaktrkansesuai
kewenangannyauntukkepentingandesadandiaturdenganPeraturanBersarna

yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan

kepada BuPati melalui Camat'

Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam

(

peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepacJa

Bupati melalui Camat,

U^tuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayai

(3) dapat dibentuk Badan Kerjasama'

BAB III

BENl'UK KERJASAMA

Pasal 3

r(erjasama Desa dapat dilakukart antara :

a Desa dengan desa' dalam satu Kecamatan ;

b Oesa dengan desa, lain Kecamatan i

c Desa dengan Pihak ketiga'

Kerjasanta desa diletapkan dalam Peraturan Bersama

persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat'

$*

setelah mendaPat

BAB IV

BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

Bidang Kerjasama Desa meIiputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan'dan kemasyarakatan.
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Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat ('1) meliputi :

0. Sicang Peningkal,an Perekcnomian t'{asyarakal Desa'

b. Biclang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

c Bidang Kesehatani

d. Bidang Sosial Budaya;

e. Bicjang Ketentraman dan Ketertiban;

f. Eidang Pernanfaatan $umber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan

nremperhalikan kelestarian lingkung an,

BAB V

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

R,rncana Keriasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa
r\wr rw9, re

.i..An Bar{an Permusyawaratan Desa antara lain :

+r
a 3,oang kerjasama;

: -a^;<a waktu kerjasama ;

.. r,a< dan kewajiban dalam korjasama ;

:.r Eiaya pelaksanaan ker.lasama.

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1)' dibahas bersama

oengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati

dan drtetapkan dengan Peraturan Bersama.

BAB VI

BADAN KERJASAMA

Pasal 6

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk

Badan Keqasama.

Badan Kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa,

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang

nrengadakan Keqasama,

Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya'

F:it.re -:lt/,-,-F - @?'rrff-."arnl#r+i*-f-r.*:'-
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Pasal 7

BadankeqasamasebagaimanadimaksudPasal6ayat(1)dapatnrembentuk

Sellretariat.

sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan

AcJminrstrasi Badan Kerjasama'

sekretariat B adan Ke rjasama ditetapt<an.dengan Ke putusan Bada n Ke rj a sa m a'

BAB VII

PERUBAHAN, PENUNQAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan, penundaan dan pembata|an terhadap bidang }<erlasama

seba_gaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan

<erjasamadandiietapkanclenganKeputusanBersamaKepalaDesasetelalt

-erdapat persetujuan BPD masing-masing'

(el:l;san Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (l) dilaporran

<e;ada Bupati melalui Camat'

BAB VIII

BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal I

Braya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pacla desa yang melakukan

kerjasamadenganpengelolaankeuangandipertanggugjawabkanolehmasing.

masing KePala Desa'

BiayapeIaksanaankerjasamadesadenganpihakketigadisesuaikandengan

peraturan bersama antara kedua beiah pihak dan pengelolaan Keuangan

dipe rtanggungjawabkan masing-masing'

i*
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(3) Dalam hal diberrtuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan,

cJrperlanggungjawabkan oieh Badan Ker,jasama kepaCa Kepala Desa masing-

rnasrng dan pihak ketiga,

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISII-IAN

Pasal 10

Ppnvetpsaian nerselisihan antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan, vt,_tv'vve,s

secara musyawarah mufakat deng.an mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari

unsur Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakart.

Pasai t t

(1) Perselrsihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan

Ciselesaikan oleh Carnat dan bersifat final. i*

; ;s:5si;s;han kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu

(a:-;aien drfasilitasi dan diselesa;kan oleh Bupati dan bersifat flnal.

Pasal 1 2

Perseirs han kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamata,t difasiiitasi

Can drselesaikan oleh Camat.

Perselisihan kerjasanra desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda

dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana

dirrraksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke

pe ng ad ila n,

t
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BAB X
PERAN I3AD.AN PERMUsYAWARATAN DESA DA.LAM KERJ,A,S/iMA ANTAR DE$A

Pasal 13
l)eran [JPD Oatanr Kerjasama Desa :

a' Mcntberikan pencjapat dan pertimbangan kepada pernerintah Desa terhacian
rencana kerjasama desa;

L) f"lengacJakan p€ngawasan terhadap peraksanaan Kerjasama Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, rnaka semua peraturan [Jaerah

Kabuparen Mukomuko mengatur har yang sama dinyatakBn ticjak berraku

'); |1ol'fial yang belum diatur dalam Peraturan Daeratr ini sepanjang mengenar
Pe 3(S3n03nnya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau $*(.c r.lusan Bupati Mukomuko,

pasal 1S

-;'3:-,'a^ Daerah irri murai berraku pacia tanggar diundangkan,

Aiaf sctiap orang dapat mengetahuinya, momerinlahkan pengundangan peraturan
Daerair ini dengan penempatannya daram Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal ZB Desember 2006

BUPATI MU}(OMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

cYA
MUKOMUKO,

r Muda NlP, 1S002Ot7B

RAH IqBUPATEN IIUKOMUKO TAHUN 2OOO NOMOR .10 SERI " D"

Diirndarrgkan cJi Mukomuxo
28 Desernber 2006

FMH KABUPATEN
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